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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 

PERUMDA BPR BKPD PANGANDARAN 

Sekretariat: Jln. Alun-alun Pangbagea Desa Cintakarya, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran 46393 
 

PENGUMUMAN 

Nomor : 900.1.13.2/002/Pansel/2025 

TENTANG 

SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 

PERUMDA BPR BKPD PANGANDARAN 

 

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR BKPD 

Pangandaran membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi 

jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda BPR BKPD Pangandaran, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
I. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6173); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau 

Komisaris serta Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan 
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Bank Perkreditan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); 

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa 

Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 5); dan 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank 

Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 81/OJK). 

 
II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN 

Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR BKPD Pangandaran sebanyak 2 

(dua) orang, terdiri atas: 

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 

2. 1 (satu) orang unsur independen. 

 
III. PERSYARATAN PELAMAR 

Persyaratan Dewan Pengawas sebagai berikut: 

1. sehat jasmani dan rohani; 

2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan; 

3. kompetensi; 

4. memiliki reputasi keuangan yang baik; 

5. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen; 

7. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

8. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 

9. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 

10. tidak pernah dinyatakan pailit; 

11. tidak  pernah  menjadi anggota Direksi, Dewan  Pengawas  atau 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang 

dipimpin dinyatakan pailit; 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 

12. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

13. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah 

atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

 

Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud poin 2 di atas, meliputi: 

a. memiliki akhlak dan moral yang baik; 

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional 

Perumda BPR BKPD Pangandaran yang sehat; dan 

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. 

 

Persyaratan Kompetensi dimaksud poin 3 di atas adalah memiliki 

pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi dari Lembaga 

Sertifikasi Profesi. 

 

Persyaratan Reputasi Keuangan dimaksud poin 4 di atas, meliputi: 

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan 

pailit. 

 

IV. KELENGKAPAN BERKAS LAMARAN 

Surat lamaran untuk diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas 

Perumda BPR BKPD Pangandaran ditujukan kepada Bupati Pangandaran 

diketik dengan melampirkan: 

a. Daftar Riwayat Hidup; 

b. pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 

c. fotokopi KTP yang telah dilegalisir; 

d. fotokopi NPWP; 

e. fotokopi ijazah S-1 dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; 

f. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

g. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit 

pemerintah/puskesmas; 

h. sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi; 

i. surat pernyataan pribadi bermaterai Rp10.000,00 tentang: 

1) surat pernyataan memiliki komitmen untuk mematuhi 

perundang-undangan; 
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2) surat pernyataan memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

pengembangan perusahaan; 

3) surat pernyataan memiliki reputasi keuangan yang baik; 

4) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

5) surat pernyataan memahami manajemen perusahaan; 

6) surat pernyataan menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugasnya; 

7) surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan 

Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

8) surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

9) surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, 

calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau 

calon anggota legislatif. 

 
V. TATA CARA DAN WAKTU PENDAFTARAN 

A. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Surat Pendaftaran beserta kelengkapannya disusun sesuai dengan 

urutan sebagaimana pada angka IV dibuat rangkap 2 (dua) 

dimasukan masing-masing ke dalam amplop dan disampaikan ke 

Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan 

Pengawas Perumda BPR BKPD Pangandaran dengan 

alamat: 

Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pangandaran, Jl. Alun-alun Pangbagea Desa 

Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran 

46393. 

2. Berkas lamaran yang telah dikirimkan menjadi milik Panitia Seleksi 

dan tidak dapat diminta kembali. 

B. WAKTU PENDAFTARAN 

1. Pengumuman pendaftaran mulai tanggal 24 Juli 2025 s/d 11 

Agustus 2025 melalui laman website Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran https://portal.pangandarankab.go.id/ dan sosial 

media; 

2. Penerimaan berkas lamaran dibuka mulai tanggal 25 Juli s/d 12 

Agustus 2025; dan 
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3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan 

diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2025 melalui laman 

website Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

https://portal.pangandarankab.go.id/ dan sosial media. 

 
V. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI 

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI 

Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi akan ditentukan kemudian dan 

diumumkan pada surat pengumuman melalui melalui laman website 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

https://portal.pangandarankab.go.id/ dan sosial media. 

B. TAHAPAN SELEKSI 

1. Seleksi Administrasi. 

a. Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan 

berkas administrasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 

b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan calon 

peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk 

mengikuti seleksi selanjutnya. 

2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). 

Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Ahli atau Lembaga Profesional 

untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang terdiri 

atas : 

a. Psikotes; 

b. Ujian Tertulis; 

c. Penulisan makalah strategi pengawasan; 

d. Presentasi makalah strategi pengawasan; dan 

e. Wawancara. 

4. Wawancara Akhir. 
 

 
VI. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya; 

2. Pelamar dinyatakan GUGUR apabila tidak melalui prosedur yang 

telah ditetapkan; 

3. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat; dan 
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CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 

PERUMDA BPR BKPD PANGANDARAN 

 

 
SOLEH SUPRIYADI, S.PD., M.Pd 

Pembina, IV/a 

NIP. 19751227 200801 1 002 

4. Ketentuan dan persyaratan lain yang tidak tercantum dalam 

Pengumuman ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Parigi, 18 Juli 2025 

KETUA PANITIA SELEKSI 


